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ABSTRACT

Land title transfer services are part of the digital transformation of land
services through the implementation of electronic certificates to improve the
effectiveness, efficiency, and security of land data. This study aims to analyze the
level of public satisfaction and identify supporting and inhibiting factors in land
title transfer services at the Sleman Regency Land Office.

The method used was a mixed method with quantitative and qualitative
approaches. Data collection was conducted through questionnaires, interviews,
and documentation. The quantitative analysis used the Public Satisfaction Index
(IKM) based on Ministerial Regulation of Administrative and Bureaucratic Reform
(PermenPANRB) Number 14 of 2017, while the qualitative analysis used the SM
approach to identify supporting and inhibiting factors, encompassing people,
money, materials, machines, and methods, through the stages of data reduction,
data presentation, and conclusion drawing.

The results showed an IKM score of 74.8, categorized as less than satisfied.
This was due to inhibiting factors including high workload, limited budget and
infrastructure, server disruptions, and changes to the service system. Furthermore,
supporting factors included employee competence, infrastructure, and digital
technology.

Keywords: Media Conversion; Land Services;, Community Satisfaction;
Digitalization.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah menjadi salah satu sumber daya yang memiliki peran penting
dalam menunjang kehidupan manusia, baik untuk hunian maupun sumber
ekonomi. Dengan demikian, tanah memiliki peran penting terhadap sumber
kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan manusia (Shafira, 2021).
Oleh karena itu, setiap perubahan kepemilikan atau pemanfaatan tanah perlu
diatur melalui mekanisme peralihan hak atas tanah agar tercipta kepastian
hukum dan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

Peralihan/perpindahan hak atas tanah (HAT) dapat berlangsung
karena perbuatan/tindakan hukum maupun suatu peristiwa hukum (Murni,
2020). Bentuk perbuatan hukum yang dapat menyebabkan peralihan,
meliputi jual beli (JB), tukar - menukar, hibah, inbreng, dan pembagian hak
bersama. Sedangkan peristiwa hukum terjadi akibat meninggalnya
pemegang hak tanpa adanya tindakan hukum disengaja dari pemegang,
sehingga terjadi pewarisan kepada ahli waris. Peralihan HAT merupakan
langkah awal untuk menjamin jaminan kepastian hukum HAT terhadap
tanah, baik pemegang hak sebagai subjek ataupun objek tanah, serta status
haknya. Dengan demikian, setiap peralihan hak atas tanah perlu
ditindaklanjuti melalui pengajuan permohonan pendaftaran di kantor
pertanahan wilayah setempat (Taolin et al.,, 2024). Namun dalam
pelaksanaannya, pelayanan peralihan HAT di kantor pertanahan yang
hingga kini bersifat manual sering menghadapi kendala seperti lamanya
waktu penyelesaian, keterbatasan arsip, dan kurangnya efisiensi dalam
pengelolaan dokumen. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi persepsi
dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Dalam,
mengatasi  kendala tersebut, Kementerian ATR/BPN  melakukan
transformasi alih media melalui pelayanan peralihan hak atas tanah yang

bertujuan untuk pemeliharaan data.



Proses alih media adalah kegiatan transformasi data fisik dan data
yuridis pertanahan dari media konvensional menjadi elektronik, yang
menghasilkan sertipikat elektronik. Proses ini meliputi validasi buku tanah
dan surat ukur dengan tujuan menyiapkan dan memastikan ketersediaan
data pertanahan berbasis elektronik sebagai dasar penerbitan sertipikat
elektronik (Syadilla & Abiel, 2025). Pelaksanaan alih media dilakukan
melalui dua mekanisme, yaitu dalam beberapa tahap pada setiap kalurahan
atau dalam proses pelayanan pemeliharaan data pendaftaran khususnya
dalam pelaksanaan 7 layanan prioritas salah satunya peralihan hak. Hasil
dokumen dari alih media diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan
Pendaftaran Tanah. Penggunaan dokumen elektronik ini diharapkan
meningkatkan efektivitas pelayanan, keamanan penyimpanan data, serta
jaminan hukum bagi pemilik hak. Namun, efektivitas alih media pada
peralihan hak atas tanah ini tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem,
tetapi juga kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan layanan
daring dan stabilitas internet daerah setempat. Selain itu, perubahan proses
teknis dan interaksi layanan seringkali memengaruhi persepsi dan tingkat
kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pada faktor internal seperti
penyesuaian budaya kerja di lingkungan BPN, termasuk peningkatan
kompetensi sumber daya manusia atau aparatur di dalamnya agar mampu
mengoperasikan teknologi secara profesional (Anggraeni et al., 2022).
Keterlambatan adaptasi sumber daya manusia berpotensi menimbulkan
resistensi internal yang pada akhirnya memberikan dampak signifikan
terhadap mutu pelayanan yang diselenggarakan kepada masyarakat
(Adinegoro, 2024).

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman termasuk dalam 104 kantor
pertanahan prioritas yang telah menerapkan penerbitan sertipikat elektronik
dalam layanan pendaftaran tanah. Sesuai dengan Keputusan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor



285/SK-OT.01/111/2024 Tanggal 19 Maret 2024 Tentang Penunjukan Kantor
Pertanahan Prioritas dalam Program Kabupaten/Kota Lengkap, Penerbitan
Dokumen Elektronik dan Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024. Sebagai
tindak lanjut meluncurkan layanan sertipikat elektronik dimulai sejak
tanggal 31 Mei 2024. Implementasi alih media ke sertipikat elektronik
tersebut juga telah dilaksanakan yang ditandai pada fase pertama Juni 2024
terjadi penurunan jumlah permohonan peralihan hak atas tanah khususnya
pada jual beli, dari 1.092 berkas menjadi 53 berkas. Berikut merupakan
tabel berkas masuk permohonan pada peralihan hak atas tanah seperti jual
beli periode tahun 2024 sampai Maret 2025:

Tabel 1. 1 Berkas Masuk Peralihan Hak Jual Beli Tahun 2024-Maret 2025

No Bulan Jumlah Berkas
Tahun 2024
1 | Januari 1.114
2 | Februari 801
3 | Maret 1.051
4 | April 759
5 | Mei 1.092
6 | Juni 53
7 | Juli 243
8 | Agustus 439
9 | September 611
10 | Oktober 827
11 | November 1.553
12 | Desember 1.370
Tahun 2025
13 | Januari 956
14 | Februari 619
15 | Maret 151
Jumlah 11.639

Sumber: Putra et al., (2025)

Penurunan jumlah permohonan peralihan hak tersebut disebabkan
oleh mekanisme alih media yang dilakukan sebelum pendaftaran berkas.

Implementasi alih media pada fase pertama menyebabkan tertundanya



proses pendaftaran permohonan karena adanya kewajiban validasi data
spasial dan tekstual sebelum berkas diinput ke dalam sistem elektronik.
Selanjutnya, terjadi perubahan kebijakan dalam pelaksanaan alih
media peralihan hak pada fase kedua yang mulai berlaku sejak Oktober
2024. Pada fase ini, kegiatan alih media dilakukan setelah pendaftaran
permohonan hingga diterbitkannya Surat Perintah Setor (SPS). Perubahan
alur pelayanan tersebut mewajibkan proses validasi data fisik dan yuridis,
sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan berpotensi memicu
antrean serta tunggakan berkas, khususnya pada layanan peralihan hak
karena jual beli (Putra et al., 2025). Berikut merupakan tabel tunggakan
yang berlangsung dalam peralihan hak atas tanah akibat jual beli periode
tahun 2024 sampai Maret 2025:
Tabel 1. 2 Tunggakan Peralihan Hak Jual Beli Tahun 2024—Maret 2025

Selesai Selesai
Berkas Tidak | Dalam | Tungg | Akumulasi
No | Bulan Tepat
Masuk Tepat | Proses | akan | Tunggakan
Waktu
Waktu
1 | Januari 1.114 | 1.112 2 0 0 0
2 | Februari 801 800 1 0 0 0
3 | Maret 1.051 1.047 4 0 0 0
4 | April 759 755 4 0 0 0
5 | Mei 1.092 | 1.091 1 0 0 0
6 | Juni 53 53 0 0 0 0
7 | Juli 243 240 3 0 0 0
8 | Agustus 439 438 1 0 0 0
9 | September | 611 607 4 0 0 0
10 | Oktober 827 520 307 0 0 0
11 | November | 1.553 310 1.236 0 7 7
12 | Desember | 1.370 128 1.230 0 12 19
13 | Januari 956 129 795 0 32 51
14 | Februari 619 86 423 0 110 161
15 | Maret 151 49 0 0 102 263
Jumlah 11.639 | 7.365 | 4.011 0 263

Sumber: Putra et al., (2025)
Bedasarkan data, diketahui bahwa tunggakan permohonan peralihan
hak karena jual beli mulai muncul pada November 2024 sebanyak 7 berkas

dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada periode Februari—



Maret 2025. Secara keseluruhan, total tunggakan permohonan peralihan hak
karena jual beli tercatat sebanyak 263 berkas. Menindaklanjuti hal tersebut,
pada 15 Agustus 2025 Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
mengimplementasikan dan meluncurkan layanan peralihan hak elektronik
sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pelayanan pertanahan
lokal. Peluncuran layanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi
pemrosesan berkas, mempercepat waktu layanan, dan meningkatkan
keamanan administrasi pertanahan. Digitalisasi layanan pertanahan tidak
hanya dapat mempercepat proses administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai
instrumen penting dalam memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat
(Maida Sari, 2025). Melalui sistem elektronik, risiko kesalahan karena
manusia atau human error dan potensi manipulasi dokumen dapat dikurangi
serta ditekan, selain itu masyarakat dapat mengakses informasi pertanahan
dengan lebih mudah.

Terdapat berbagai hasil penelitian sebelumnya yang membahas
mengenai kepuasan alih media pelayanan peralihan hak atas tanah, yaitu
pada penelitian di Kabupaten Tabalong yang berjudul Kualitas Pelayanan
Pembuatan Sertifikat Tanah Dilihat Dari Aspek Responsiveness Pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Gustiar & Jamaludin, 2023)
menunjukkan bahwa responsivitas dan kualitas layanan sangat
mempengaruhi kepuasan masyarakat. Selanjutnya, penelitian yang berjudul
Problematika Penerbitan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman oleh (Putra et al., 2025), mengkaji problematika dan
hambatan penerbitan sertipikat elektronik seperti dalam alih media
pelayanan secara menyeluruh dari perspektif internal Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman. Penelitian lain yang dilakukan di Kota Banjarmasin
oleh (Wardani, 2021) yang berjudul Pelaksanaan Pelayanan Peralihan Hak
Karena Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, membahas
mengenai penilaian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait
peralihan hak atas tanah karena jual beli serta faktor yang mempengaruhi

kepuasan masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Meskipun



demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji
tingkat kepuasan masyarakat terhadap alih media khususnya dalam
pelayanan peralihan hak atas tanah, baik secara perbuatan hukum maupun
peristiwa hukum, dengan mengombinasikan analisis kepuasan masyarakat
dan identifikasi faktor pendukung serta penghambat pelayanan dalam satu
kajian khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dengan judul “Analisis
Kepuasan Masyarakat Terhadap Alih Media Pelayanan Peralihan Hak di
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman” menjadi penting untuk dilakukan
karena, implementasi alih media pelayanan peralihan hak atas tanah yang
mulai diterapkan pada Mei 2024 telah mengubah alur pelayanan, khususnya
pada tahapan validasi berkas, yang berdampak pada terjadinya tunggakan
permohonan pada layanan peralihan hak. Kondisi ini berpotensi
memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan
pertanahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tingkat kepuasan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor
pendukung dan penghambat alih media pelayanan peralihan hak atas tanah,
sehingga dapat menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan

peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dalam alih media pelayanan
peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam
alth media pelayanan peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan

Kabupaten Sleman?



C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

a. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam alih media

peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan

penghambat dalam alih media pelayanan peralihan hak atas tanah di

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

2. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu, manfaat akademis

(pengembangan kajian pertanahan) dan manfaat praktis (penanganan

masalah kebijakan pertanahan)

a. Manfaat Akademis

1)

2)

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam
pengembangan kajian administrasi di bidang pertanahan terkait
transformasi layanan pertanahan dari sistem manual menuju
layanan elektronik.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi
maupun peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, terutama
dalam tema digitalisasi layanan pertanahan, efektivitas layanan
publik, serta persepsi masyarakat terhadap inovasi administrasi

pertanahan.

b. Manfaat Praktis

1))

2)

Sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan
peralihan hak atas tanah, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan
harapan masyarakat.

Memberikan masukan kepada Kementerian ATR/BPN
mengenai faktor pendukung dan penghambat di lapangan,
sehingga kebijakan digitalisasi pelayanan pertanahan dapat

diimplementasikan secara lebih optimal.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Survei Kepuasan Masyarakat

terhadap alih media pelayanan peralihan hak atas tanah di Kantor

Pertanahan Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa:

1.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan masih
berada pada kategori kurang puas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 74,89 yang termasuk dalam
kategori C. Hasil tersebut menunjukan bahwa secara umum pelayanan
belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Unsur dengan nilai
tertinggi terdapat pada perilaku pelaksana, produk spesifikasi jenis
pelayanan serta sarana dan prasarana yang termasuk dalam kategori
puas. Sementara itu, unsur waktu penyelesaian memperoleh nilai
terendah dan termasuk dalam kategori tidak puas, sehingga menjadi
aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan dalam
pelaksanaan alih media pelayanan peralihan hak atas tanah.

Faktor pendukung dalam alih media pelayanan peralihan hak atas tanah
meliputi kompetensi dan kemampuan adaptasi pegawai terhadap sistem
digital, dukungan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi
dan aplikasi pelayanan. Adapun faktor penghambat meliputi tingginya
beban kerja pegawai, keterbatasan anggaran, keterbatasan ruang arsip
dan infrastruktur, gangguan server dan pembaruan aplikasi, serta
perubahan regulasi yang menyebabkan proses bisnis menjadi lebih
panjang dan kurang efektif. Untuk mengatasi hambatan tersebut,
dilakukan berbagai strategi seperti, optimalisasi anggaran, lembur
pegawai, penyesuaian kemampuan SDM terhadap perkembangan
system, pengadaan peta dasar berbasis fotodrone, serta pelatihan dan
evaluasi sistem pelayanan secara berkala guna meningkatkan kualitas

alih media pelayanan peralihan hak atas tanah
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang

dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diharapkan dapat meningkatkan
kualitas alih media pelayanan peralihan hak atas tanah, terutama pada
aspek waktu penyelesaian, optimalisasi sistem pelayanan elektronik,
penyesuaian beban kerja pegawai, peningkatan sarana dan prasarana,
serta penguatan sistem teknologi informasi dan pananganan pengaduan
mamsyarakat agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Bagi masyarakat, diharapkan dapat lebih memahami serta memenuhi
persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan sebelum mengajukan
permohonan, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih lancer.

Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk
mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas serta
menggunakan metode yang lebih beragam agar dapat memberikan hasil
yang lebih komprehensif dan mendalam terkait kualitas pelayanan

publik di bidang pertanahan.
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